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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dalam hal mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama 

baik melalui media sosial selama ini di lakukan sesuai prosedur yang 

berlaku, meskipun demikian masih banyak kasus pencemaran nama 

baik melalui media sosial di kota gorontalo yang belum tuntas sampai 

ke ranah pengadilan karena tidak adanya alat khusus berupa Computer 

forensik dimana pihak penyidik harus berangkat ke Jakarta atau ke 

Pusat Laboratorium Forensik di Mabes Polri. Sehingga potensi untuk 

mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran  nama baik secara 

potensial belum optimal. 

2. Adapun faktor yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap 

tindak pidana pencemaran nama baik yakni : 

a. Kendala Internal 

1. Sumberdaya Aparat Penegak Hukum di Bidang Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi 

Sumberdaya manusia yang dimaksud adalah sumberdaya aparat 

penegak hukum. Tidak adanya aparat penegak hukum yang 

mempunyai kemampuan IT akan membuat institusi tidak dapat 

berjalan, peralatan dan perangkat lunak yang menjadi 

kelengakapan computer foorensic tidak dapat bekerja dan 



 

2 

 

 

kewenanagan aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan 

untuk memberantas tindak pidana siber. Kendala yang dihadapi 

terait dengan sumberdaya manusia adalah faktor mutasi secara 

reguler dilakukan di institusi penegak hukum, khususnya 

kepolisian. Personil penegak hukum yang mempunyai 

kemampuan dibidang IT dapat  dimutasi ke unit yang berbeda 

sehingga sumber daya manusia pada unit teknologi informasi 

dan komunikasi berkurang.
1
 

2. Sarana Dan Prasarana 

Peran penting unit teknologi informasi dan komunikasi pada 

lembaga penegak hukum dan komputer fornsik dalam 

pemberantasan tindak pidana siber mempunyai konsekuensi 

pada sarana prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan parasarana 

tersebut harus selalu di update sehingga kompatibel dengan 

eknologi yang sedang berkembang. Peralatan computer 

forensic yang digunakan dalam pemberantasan tindak pidana 

siber harganya relatif mahal dan secara rutin harus 

diperbaharui. Upaya untuk selalu memperbaharui perangkat 

komputer atau teknologi informasi dan komunikasi tersebut 

bagi insititusi penegak hukum di Indonesia seringkali masih 

menjadi kendala. 
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3. Penyidik sulit untuk memahami isi dari kalimat-kalimat yang 

terdapat dalam media social yang digunakan untuk melakukan 

pencemaran nama baik. Hal tersebut akibat tidak adanya alat 

khusus berupa computer forensic dimana pihak penyidik harus 

berangkat ke Jakarta atau Pusat Laboratorium Forensik di 

Mabes Polri. 

b. Kendala Eksternal 

1. Saat laporan sudah masuk ke pihak kepolisian dan dilakukan 

penyidikan , pihak korban mencabut laporannya dan merasa 

tidak keberatan dengan hal tersebut, maka penyidikan akan 

dihentikan karena pencemaran nama baik melalui media sosial 

merupakan delik aduan. Sehingga peristiwa pencemaran nama 

baik tidak akan terungkap apabila laporannya sudah dicabut  

oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah korban 

tindak pidana pencemaran nama baik.  

2. Dari hasil wawancara dengan pihak tersangka yang berinisial 

Sp bahwa tersangka tidak mengetahui adanya Undang-undang 

yang mengatur tentang ITE. Sehingga banyak masyarakat yang 

menyalagunakan media sosial sebagai alat komunikasi. 

 

 

 

 



 

4 

 

 

5.2 Saran 

  Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah : 

1.  Sebaiknya dalam mengungkap peristiwa tindak pidana 

pencemaran nama baik di media sosial dilakukan oleh penyidik 

yang mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi dan 

komunikasi. 

2.  Sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan 

media sosial sebagai sarana untuk berekspresi dalam 

mengeluarkan pendapat sehingga dapat terhindar dari jeratan 

hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain; 
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